KEPUTUSAN
NOMOR

KOMISI PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN MUARA ENIM

76/HK.03.1-KPT/1603/KPU-KAB/VII/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM

REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
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ABSTRAK

CATATAN

bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintahan
yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan
berkelanjutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas dan untuk pelaksanaan
Program Reformasi Birokrasi Tahun 2018 di KPU Kabupaten Muara Enim perlu
membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU
Kabupaten Muara Enim;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
adalah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I1
dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5246);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor:
76/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VII/2018 Menetapkan Penetapan Kantor Akuntan
Publik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim berlaku mulai tanggal
ditetapkan tanggal Juli 2018
- 7 Halaman Lampiran.
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